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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fasilitas yang tidak layak
dan penyalahgunaan fungsi fasilitas untuk pejalan kaki di Kabupaten
Tulungagung. Pejalan kaki sebagai pengguna menjadi tersingkirkan dan tidak bisa
menikmati fasilitas yang disediakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana ketersediaan
fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana
ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung
berdasarkan UU No. 22 tahun 2009? (3) Bagaimana ketersediaan fasilitas
pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif figih
siyasah ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan
menggunakan analisis Kkualitatif. Pengecekan keabsahan data menggunakan
triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di
Kabupaten Tulungagung disediakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebagai penyedia sudah memberikan
fasilitas semaksimal mungkin. Fasilitas tersebut berupa trotoar, jalur hijau, lampu
penerangan, tempat sampah, marka perambuan, halte dan jalur penyeberangan.
Namun, hasil penelitian menunjukkan banyak fasilitas yang belum memenuhi
standart, yaitu trotoar, tempat sampah, jalur hijau, lampu penerangan, dan jalur
penyeberangan (zebra cross). Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan tidak
layak. Selain itu, terdapat penyalahgunaan fasilitas yang mengakibatkan pejalan
kaki merasa tidak nyaman dan aman. (2) Ketersediaan fasilitas pendukung bagi
pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung berdasarkan undang-undang No. 22 tahun
2009 di Kabupaten Tulungagung belum sesuai pelaksanaannya. Pemerintah sudah
menyediakan beberapa fasilitas pendukung bagi pejalan kaki. Namun banyaknya
fasilitas yang tidak layak pakai dan banyaknya pelaku penyalahgunaan fungsi
fasilitas pejalan kaki sebagai pengguna menjadi tersingkirkan. (3) Pemerintah
sudah memberikan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki. Namun, ini belum
sesuai dengan konsep figh siyasah dalam hal penyalahgunaan fasilitas pejalan
kaki. Pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pribadi menunjukkan
ketidakpatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan
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rakyatnya, baik dari sisi sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta keadilan.
Dengan banyaknya penyalahgunaan fasilitas, pejalan kaki merasa terambil
haknya.
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This research is motivated by the many inappropriate facilities and misuse
of facilities for pedestrians in Tulungagung Regency. Pedestrians as users become
marginalized and cannot enjoy the facilities provided.

The formulation of the problems in this study are (1) How is the
availability of supporting facilities for pedestrians in Tulungagung Regency? (2)
How is the availability of supporting facilities for pedestrians in Tulungagung
Regency based on Law no. 22 of 2009? (3) How is the availability of supporting
facilities for pedestrians in Tulungagung Regency from the perspective of figh
siyasah?

This type of research is field research with an empirical juridical approach.
Data collection techniques in this study are by means of observation, interviews,
and documentation. Data analysis techniques using qualitative analysis. Checking
the validity of the data using triangulation.

The results of this study are: (1) Support facilities for pedestrians in
Tulungagung Regency are provided by the Transportation Service of
Tulungagung Regency. The Tulungagung Regency Transportation Office as the
provider has provided the maximum possible facilities. These facilities are in the
form of sidewalks, green lanes, lighting lamps, trash cans, shelter markers, bus
stops and crossing lanes. However, the results showed that many facilities did not
meet the standards, namely sidewalks, trash bins, green lanes, lighting, and zebra
crossings. Several facilities were damaged and unfit. In addition, there is misuse
of facilities that causes pedestrians to feel uncomfortable and safe. (2) The
availability of supporting facilities for pedestrians in Tulungagung Regency is
based on Law No. 22 of 2009 in Tulungagung Regency is not yet in accordance
with its implementation. The government has provided several supporting
facilities for pedestrians. However, the number of facilities that are not suitable
for use and the number of perpetrators who abuse the function of pedestrian
facilities as users are eliminated. (3) The government has provided supporting
facilities for pedestrians. However, this is not in accordance with the concept of
figh siyasa in terms of misuse of pedestrian facilities. Utilization of facilities for
personal gain shows non-compliance with regulations set by the government. The
government should be responsible for the benefit of the lives of its people, both
from the socio-economic, security and order aspects, as well as justice. With
many misuse of facilities, pedestrians feel that their rights are taken away.
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